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ABSTRAK 

 

(A) Nama : Nadhil Rifqi Izhhar 

(B) Judul Tesis : Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Kaitannya Dengan 

Perlindungan Notaris Terkait Akta Perjanjian Pengkitakan Jual 

Beli (Contoh Kasus: Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli 

Nomor 12 Notaris Nurwahidah Zakaria S.H. Banten). 

(C) Halaman : vii + 157 halaman + 2022 

(D) Kata Kunci : Prinsip Kehati-Hatian, Notaris, Keterangan Palsu. 

(E) Isi :  
Terdapatnya permasalahan yang terjadi dalam proses pembuatan akta 

autentik disebabkan karena dalam UUJN tidak mengatur secara jelas prinsip-
prinsip atau langkah-langkah Notaris untuk bekerja lebih berhati-hati dalam 
proses pembuatan akta, sehingga Notaris tidak memiliki pedoman dan tuntutan 
yang berguna untuk mencegah terjadinya kejahatan dalam akta autentik yang 
dibuat oleh Notaris. Sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat 
akta autentik, Notaris sering kali bertindak tidak hati-hati yang berakibat 
menimbulkan permasalahan hukum, baik dalam ranah hukum pidana maupun 
ranah hukum perdata, ini disebabkan karena para pihak yang membuat akta 
autentik memberikan dokumen palsu ataupun memberikan keterangan palsu 
kepada Notaris sehingga menimbulkan permasalahan hukum terhadap akta 
autentik yang dibuatnya. Meskipun Notaris tidak bertanggung jawab atas 
dokumen palsu dan keterangan palsu yang dibuat oleh para penghadap, akan 
tetapi, hal ini tetap dapat merugikan Notaris, bukan tidak mungkin hal tersebut 
menjadi celah untuk dapat dihukum bagi seorang Notaris. Ancaman tersebut 
dapat merugikan seorang Notaris baik dari segi materil maupun immaterial. 
Kejadian tersebut mengakibatkan timbulnya sengketa antara para pihak 
Rumusan Masalah: Bagaimana prinsip kehati-hatian Notaris dalam pembuatan 
Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli? Bagaimana perlindungan hukum Notaris 
terhadap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat berdasarkan surat 
palsu atau keterangan palsu? Kerangka konseptual yang digunakan yaitu: 
penerapan, prinsip kehati-hatian, perlindungan hukum, notaris, akta autentik, 
PPJB dan keterangan palsu. Teori yang digunakan yaitu: Prinsip Kehati-
Hatian, Teori Perlindungan Hukum dan Teori Kepastian Hukum. Bentuk-
bentuk prinsip kehati-hatian yang dilakukan Notaris dalam proses pembuatan 
akta yaitu, melakukan pengenalan terhadap identitas penghadap, 
memverifikasi secara cermat data subyek dan obyek penghadap, memberi 
tenggang waktu dalam pengerjaan akta, bertindak hati-hati, cermat dan teliti 
dalam proses pengerjaan akta, memenuhi segala teknik syarat pembuatan akta 
dan melaporkan apabila terjadi indikasi pencucian uang. Perlindungan hukum 
bagi seorang Notaris merupakan hal yang sangat penting untuk dapat menjaga 
keluhuran harkat dan martabat jabatannya sebagai pejabat umum yang 
berwenang untuk membuat suatu akta autentik.   

(F) Acuan  : 49 (1998-2020), 2 Peraturan Perundang-undangan, 9 Kamus, 2 

Karya Terjemahan dan 16 Artikel/Jurnal  

(G) Pembimbing : Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. 

(H) Penulis : Nadhil Rifqi Izhhar 

 



 vii 

ABSTRACT 

 

(A) Name : Nadhil Rifqi Izhhar 

(B) Thesis Title : Application of the Prudential Principle in Relation to Notary 

Protection Regarding the Deed of Sale and Purchase 

Agreement (Example: Deed of Binding Sale and Purchase 

Agreement Number 12 Notary Nurwahidah Zakaria S.H. 

Banten). 

(C) Page : ix + 157 page + 2022 

(D) Keyword : Precautionary Principle, Notary, False Information. 

(E) Content :  

There are problems that occur in the process of making authentic deeds 

due to the fact that the UUJN does not clearly regulate the principles or steps 

of Notaries to work more carefully in the process of making deeds, so that 

Notaries do not have useful guidelines and requirements to prevent crimes in 

an authentic deed made by a Notary. As a public official authorized to make 

authentic deeds, Notaries often act carelessly which results in legal problems, 

both in the field of criminal law and civil law, this is because the parties who 

make authentic deeds provide false documents or give false information. to the 

Notary so as to raise legal issues against the authentic deed he made. Although 

the Notary is not responsible for false documents and false statements made by 

the witnesses, however, this can still be detrimental to the Notary, it is not 

unlikely that it will be a loophole to be punished for a Notary. Such threats can 

harm a Notary both in material and immaterial terms. The incident resulted in 

a dispute between the parties. Problem Summary: What is the principle of 

Notary prudence in the making of the Deed of Sale and Purchase Agreement? 

What is the legal protection of a Notary against a Deed of Sale and Purchase 

Agreement made based on a false letter or false evidence? The conceptual 

framework used is: application, principle of prudence, legal protection, notary, 

authentic deeds, PPJB and false information. The theories used are: Principle 

of Caution, Theory of Legal Protection and Theory of Legal Certainty. Forms 

of the principle of prudence performed by Notaries in the process of making 

the deed, namely, making the identification of the identity of the person, 

carefully verifying the data of the subject and object of the person, giving grace 

in the making of the deed, acting carefully, carefully and meticulously in the 

process of making the deed , meet all technical requirements for making the 

deed and report if there is an indication of money laundering. Legal protection 

for a Notary is very important to be able to maintain the dignity and prestige 

of his position as a public official who is authorized to make an authentic deed. 

(F) Reference  : 49 (1998-2020), 2 Regulations, 9 Dictionary, 2 Translatiton 

Work and 16 Article/Journal  

(G) Lecturer : Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. 
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